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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan asas legalitas dari asas legalitas formil ke asas legalitas

formil-materiil memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap upaya

perlindungan korban tindak pidana dalam pembaruan hukum pidana

nasional. Secara keseluruhan, peralihan ke asas legalitas formil-materiil

menawarkan potensi peningkatan perlindungan terhadap korban tindak

pidana dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Namun,

penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan panduan yang

jelas untuk menghindari penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan demi

menjaga kepastian hukum.

Perubahan asas legalitas dari asas legalitas formil ke asas legalitas

formil-materiil memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk

memberikan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan, terutama dalam

kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Dengan memperluas ruang lingkup perlindungan, asas ini mengakui

pentingnya keadilan substantif dan hak asasi manusia dalam sistem

peradilan pidana.

B. Saran

Dengan berubahnya prinsip asas legalitas dari asas legalitas formil ke

formil-materiil perlu dilakukan kajian mendalam dan berkelanjutan untuk

memastikan bahwa setiap perubahan dalam asas legalitas benar-benar
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mencerminkan kebutuhan hukum dan sosial dari masyarakat. Legislasi yang

kuat dan jelas akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi

implementasi perlindungan korban tindak pidana.
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